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ABSTRACT 
 

Responsibility for patients at the Surakarta Health Facility Security Center 
(LPFK) in the Medical Check Up service at the Surakarta Central General 
Hospital (RSUP) includes legal protection for patients which includes 
confidentiality of medical record data for patients with the obligation of doctors or 
officers to keep medical secrets which can only be opened in the interests of the 
patient's health and the interests of law enforcement officials in enforcing the law, 
as well as at the patient's own request and based on statutory provisions. 
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PENDAHULUAN 

Hak atas pelayanan kesehatan sering dianggap sebagai hak yang kurang 

terpenuhi, meskipun secara fundamental mempunyai kedudukan yang sama 

dengan hak-hak yang lain. Pasien secara relatif seringkali berada dalam posisi 

yang lebih lemah dalam hubungan dokter, tenaga kesehatan dan pasien. Kekurang 

mampuan pasien dalam membela kepentingannya dalam situasi kegiatan 

pelayanan menyebabkan timbulnya berbagai kebutuhan untuk mempermasalahkan 

hak-hak pasien dalam menghadapi para professional kesehatan. Persoalan 

hubungan pelayanan antara dokter atau tenaga kesehatan lain dan pasien dapat 

terjadi pada semua jenjang dan bentuk pelayanan kesehatan, baik dari tingkat 

puskesmas dan jaringannya hingga ke rumah sakit (Ramadani, 2019: 545). 
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Perlindungan terhadap pasien oleh instansi rumah sakit juga merupakan 

aspek yang penting untuk diperhatikan selain hubungan antara dokter dengan 

pasien. Peran rumah sakit dalam dunia medis sangat penting dalam menunjang 

kesehatan masyarakat di era teknologi kesehatan yang sedang berkembang, karena 

seorang pasien yang menggunakan jasa pelayanan medis merupakan konsumen 

(Prameswari dan Andrianto, 2021: 133). Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang 

menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa 

yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Oleh 

karena itu, secara umum pasien dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 

tentang Kesehatan dan Permenkes Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kewjiban 

Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penelitian ini 

mengacu pada pokok permasalahan sebagai berikut ini: 

1. Sejauh mana penerapan hak pasien dalam pelayanan Medical Check Up di 

Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Surakarta sudah sesuai dengan Undang-

Undang? 

2. Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban terhadap pasien Loka 

Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Surakarta dalam pelayanan Medical 



DINAMIKA HUKUM                                                      VOLUME 15, NO.1, FEBRUARI 2024 
 

 
 

 
 

186 
 

Check Up  di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Surakarta? 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang diharapkan dengan adanya penelitian tentang Pertanggung 

jawaban rumah sakit terhadap pasien Loka Pengamanan Fasilitas Keseatan 

(LPFK) Surakarta dalam pelayanan Medical Check Up adalah: 

1. Menganalisis penerapan hak pasien Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan 

(LPFK) Surakarta dalam pelayanan Medical Check Up yang diberikan Rumah 

Sakit Umum Pusat (RSUP) Surakarta berdasarkan Undang–Undang. 

2. Menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pasien Loka Pengamanan 

Fasilitas Kesehatan (LPFK) Surakarta dalam Pelayanan Medical Check Up di 

Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Surakarta. 

METODE PENELITIAN 

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian ini, penyusun menggunakan 

metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum 

mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara 

langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat 

(Muhammad, 2018: 57). Dalam pendekatan yuridis-empiris yang meneliti 

tentang Pertanggung jawaban Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Surakarta 
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terhadap pasien Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Surakarta 

dalam pelayanan Medical Ceck Up berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Permenkes Nomor 04 Tahun 2018 tentang 

Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, dimana pada 

implementasinya seringkali terjadi kesenjangan pemahaman antara pihak 

rumah sakit maupun pasien sebagai konsumen. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan Deskriptif-Analitis yaitu, 

menggambarkan gejala atau fenomena yang diteliti dimana pelaksanaannya 

tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan 

interprestasi data (Surahmad, 2018: 83). 

3. Jenis Data dan Sumber data 

Data dalam sebuah penelitian secara umum dibedakan antara data yang 

diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri 

dari kuesioner, dokumentasi dan observasi. 

5. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah 

analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penggambaran secara 

kualitatif fakta, data, atau objek material yang bukan berupa rangkaian angka, 

melainkan berupa ungkapan bahasa atau wacana (apapun itu bentuknya) 
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melalui interpretasi yang tepat dan sistematis.  

 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Pelayanan medis adalah sarana yang menyediakan pelayanan yang bersifat 

klinis di bidang diagnostik, dan atau rawat inap. Pelayanan medis ini dapat berupa 

penegakan diagnosis dengan benar sesuai prosedur, pemberian terapi, melakukan 

tindakan medik sesuai standar pelayanan medik, serta memberikan tindakan wajar 

yang memang diperlukan untuk kesembuhan pasiennya. Perlindungan terhadap 

pasien oleh instansi rumah sakit juga merupakan aspek yang penting untuk 

diperhatikan selain hubungan antara dokter dengan pasien. Pasien memiliki hak-

hak sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen yang 

menyebutkan bahwa pasien sebagai konsumen berhak atas hak kenyamanan, hak 

keamanan, hak keselamatan, hak memilih, hak informasi, hak didengar, hak 

mendapatkan advokasi, hak atas pelayanan yang tidak diskriminatif, hak 

mendapatkan ganti rugi.  

1. Penerapan hak pasien  

Penerapan hak pasien Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) 

Surakarta dalam pelayanan Medical Check Up yang diberikan Rumah Sakit 

Umum Pusat (RSUP) Surakarta adalah sebagai berikut: 

 

Tabel.1. Hak Mendapatkan Pelayanan bagi Pasien 



DINAMIKA HUKUM                                                      VOLUME 15, NO.1, FEBRUARI 2024 
 

 
 

 
 

189 
 

Hak Pelayanan bagi Pasien Jumlah Persentase 

Terlaksana 28 82,4% 
Kurang Terlaksana 5 14,7% 
Belum Terlaksana 1 2,9% 

Jumlah 34 100% 
 

Berdasarkan tabel 1. diketahui bahwa penerapan hak pasien Loka 

Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Surakarta dalam pelayanan Medical 

Check Up yang diberikan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Surakarta 

khususnya terkait dengan pelayanan bagi pasien sudah terlaksana, hal ini 

ditunjukkan dengan adanya 82,4% pasien menyatakan bahwa hak-hak pasien 

sudah ditunaikan yang terkait dengan pelayanan bagi pasien meliputi pemberian 

pelayanan yang ramah, rapi dan sopan oleh petugas pendaftaran; pemberian 

penjelasan mengenai alur pemeriksanaan dengan baik yang dilakukan oleh 

petugas; pemberian intruksi kepada pasien tentang pelayanan yang akan dilakukan 

oleh petugas, penyediaan ruang tunggu yang sudah memenuhi standar serta 

pemberian pelayanan berupa pemeriksaan penunjang dan hasil MCU yang sesuai 

dengan data pasien. 

Penerapan hak pasien Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) 

Surakarta dalam pelayanan Medical Check Up yang diberikan Rumah Sakit 

Umum Pusat (RSUP) Surakarta selanjutnya adalah pada aspek hak informasi 

medis bagi pasien. 

Tabel 2. Hak Informasi Medis bagi Pasien 

Hak Pelayanan bagi Pasien Jumlah Persentase 

Terlaksana 24 70,6% 
Kurang Terlaksana 10 29,4% 
Belum Terlaksana - - 
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Jumlah 34 100% 
Berdasarkan tabel 2. khususnya terkait dengan informasi medis bagi pasien 

sudah terlaksana, hal ini ditunjukkan dengan adanya 70,6% pasien menyatakan 

bahwa hak-hak pasien sudah ditunaikan dalam mendapatkan informasi medis. 

Penerapan hak pasien Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Surakarta 

dalam pelayanan Medical Check Up yang diberikan Rumah Sakit Umum Pusat 

(RSUP) Surakarta terkait dengan informasi medis meliputi adanya penjelasan dari 

dokter atau petugas mengenai diagnosis dan tata cara tindakan medis, alternatif 

tindakan lain dan risikonya, menghormati pendapat atau tanggapan pasien atas 

penjelasan yagn disampaikan serta tidak menyembunyikan informasi yang 

dibutuhkan pasien, kecuali untuk kepentingan pasien sehingga informasi 

disampaikan kepada keluarga. 

Penerapan hak pasien Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) 

Surakarta dalam pelayanan Medical Check Up yang diberikan Rumah Sakit 

Umum Pusat (RSUP) Surakarta selanjutnya adalah pada aspek hak memilih 

dokter bagi pasien. 

Tabel 3. Hak Memilih Dokter bagi Pasien 

Hak Pelayanan bagi Pasien Jumlah Persentase 

Terlaksana 27 79,4% 
Kurang Terlaksana 7 20,6% 
Belum Terlaksana - - 

Jumlah 34 100% 
 

Berdasarkan tabel 3. khususnya hak memilih dokter bagi pasien sudah 

terlaksana, hal ini ditunjukkan dengan adanya 79,4% pasien menyatakan bahwa 
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hak-hak pasien sudah ditunaikan dalam memilih dokter. Rumah sakit berusaha 

untuk memenuhi hak pasien dalam memilih dokter atau petugas medis, 

menyediakan beberapa dokter atau petugas medis untuk dapat dipilih oleh pasien.  

Hak atas pelayanan kesehatan sering dianggap sebagai hak yang kurang 

terpenuhi, meskipun secara fundamental mempunyai kedudukan yang sama 

dengan hak-hak yang lain. Implementasi terhadap pelayanan kesehatan, terdapat 

hak dan kewajiban para pihak yaitu pemberi pelayanan kesehatan (tenaga medis, 

tenaga kesehatan) dan penerima pelayanan kesehatan (pasien) yang timbul karena 

adanya transaksi terapeutik atau perjanjian terapeutik. Hak dan kewajiban tersebut 

tentunya harus dapat dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. 

Dalam implementasi pelaksanaan pelayanan kesehatan, masih ditemukan adanya 

ketidaksesuaian yang mengakibatkan terjadinya permasalahan terhadap hak-hak 

pasien, seperti kurangnya komunikasi antara pihak-pihak terkait dalam 

pelaksanaan pelayanan kesehatan, kurangnya pemahaman baik pihak pemberi 

pelayanan kesehatan ataupun penerima pelayanan kesehatan, kurangnya 

keterbukaan informasi, indikasi kesalahan diagnosa, maupun permasalahan dalam 

persetujuan medis. 

2. Perlindungan hukum terhadap pasien  

Perlindungan hukum terhadap pasien Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan 

(LPFK) Surakarta dalam Pelayanan Medical Check Up di Rumah Sakit Umum 
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Pusat (RSUP) Surakarta meliputi kerahasiaan data rekam medik bagi pasien yang 

dijabarkan pada Tabel 4.4. 

 

 

Tabel 4.4 Perlindungan Hukum bagi Pasien 

Perlindungan Hukum bagi Pasien Jumlah Persentase 

Terlaksana 33 97,1% 
Kurang Terlaksana 1 2,9% 
Belum Terlaksana - - 

Jumlah 34 100% 
 

Berdasarkan tabel 4. diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap pasien 

Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Surakarta dalam Pelayanan 

Medical Check Up di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Surakarta yang meliputi 

kerahasiaan data rekam medik bagi pasien sudah terlaksana dengan baik, hal ini 

ditunjukkan dengan adanya 97,1% pasien menyatakan bahwa perlindungan 

hukum diterima oleh pasien dengan menjaga kerahasiaan data rekam medik bagi 

pasien. Perlindungan hukum terhadap pasien Loka Pengamanan Fasilitas 

Kesehatan (LPFK) Surakarta dalam Pelayanan Medical Check Up di Rumah Sakit 

Umum Pusat (RSUP) Surakarta yang meliputi kerahasiaan data rekam medik bagi 

pasien meliputi kewajiban dari dokter atau petugas untuk menyimpan rahasia 

kedokteran, rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan 

pasien, rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan aparatur 

penegak hukum dalam penegakan hukum, rahasia kedokteran dapat dibuka atas 

permintaan pasien sendiri dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 
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Pasien memiliki hak-hak sebagaimana diatur dalam Undang- Undang 

Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa pasien sebagai konsumen 

berhak atas hak kenyamanan, hak keamanan, hak keselamatan, hak memilih, hak 

informasi, hak didengar, hak mendapatkan advokasi, hak atas pelayanan yang 

tidak diskriminatif, hak mendapatkan ganti rugi, hak mendapatkan penjelasan 

secara lengkap tentang tindakan medis, meminta pendapat dokter, mendapatkan 

pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, menolak tindakan medis dan 

mendapatkan isi rekam medis. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pertanggung jawaban rumah sakit 

terhadap pasien Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Surakarta pada 

Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Surakarta dapat ditarik kesimpulan: 

1. Penerapan hak pasien Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) 

Surakarta dalam pelayanan Medical Check Up yang diberikan Rumah Sakit 

Umum Pusat (RSUP) Surakarta meliputi hak mendapatkan pelayanan, 

pelaksanaan informasi medis serta memilih dokter bagi pasien telah sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yaitu, 

memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada 

masyarakat, memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, 

antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai 

standar pelayanan rumah sakit. 
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2. Pertanggung jawaban terhadap pasien Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) 

Surakarta dalam pelayanan Medical Check Up  di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) 

Surakarta meliputi perlindungan hukum terhadap pasien yang meliputi 

kerahasiaan data rekam medik bagi pasien dengan adanya kewajiban dari 

dokter atau petugas untuk menyimpan rahasia kedokteran yang hanya dapat 

dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien dan kepentingan aparatur penegak 

hukum dalam penegakan hukum, serta atas permintaan pasien sendiri dan 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka penulis memberikan 

saran untuk Pihak Rumah Sakit harus memperhatikan hak dan kewajiban Pasien 

sebagai konsumen dan yang paling diharapkan adalah peningkatan untuk mutu 

pelayanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan bagi Pasien. Bagi 

tenaga kesehatan di RSUP Surakarta diharapkan selalu memberikan pelayanan 

sesuai dengan wewenangnya dan tidak membeda-bedakan pasien karena pasien 

pada hakikatnya mempunyai hak yang sama untuk dipenuhi yaitu kesembuhan, 

dan petugas kesehatan mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan 

kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien, karena asas keadilan sosial sebagai 

dasar berbangsa dan bernegara yang menggambarkan tujuan akhir yang harus 

dicapai, yang mempunyai nilai dasar diwujudkannya kesejahteraan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia adalah tujuan yang mulia dan berharga. Pihak Rumah 

Sakit diharapkan selalu mengembangkan sarana dan prasarana sesuai dengan 

kebutuhan yang ada. 
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Bagi pasien diharapkan tidak perlu merasa segan atau sungkan dalam hal 

memerlukan jasa pelayanan kesehatan paripurna di Rumah Sakit Umum Pusat 

(RSUP) Surakarta, karena tujuan adalah membantu seluruh masyarakat 

memberikan pelayanan kesehatan yang tidak diskrimnatif dan setara berdasarkan 

hak asasi manusia mendapatkan persamaan dan kesamaan dengan manusia 

lainnya. 
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